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ABSTRAK 

 

Laveniya/222019028/2024/Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan (MBLB) dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten PALI 

(Pada Kantor Badan Pajak Daerah Kabupaten PALI) / Perpajakan 

 
Pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, besaran jumlah 

pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang 

berwenang dalam hal ini badan pendapatan daerah. Besaran pajak yang 

diperkirakan tersebut dimasukan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi 

tugas utama Badan Pendapatan Daerah dalam mencapainya. Namun hal yang 

berbeda ditunjukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI dengan 

semakin menurunnya pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam 

hal ini kita dapat melihat realisasi yang belum mencapai target yang ditentukan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI 

 
Kata kunci : Penerimaan Pajak, Meningkatkan Pajak, Penerapan Pajak 
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ABSTRACT 

 
 

Laveniya/222019028/2024/Analysis of Non-Metal Mineral and Rock Tax Revenue 

(MBLB) in Increasing Taxes PALI Regency area (At the PALI Regency Regional Tax 

Agency Office) / Taxation 
 

The existence of original regional income that can be utilized, the amount of tax that can 

be collected has been previously estimated by the authorized agency, in this case the 

regional revenue agency. The estimated tax amount is included in the annual revenue 

target, which is the main task of the Regional Revenue Agency in achieving it. However, 

the Regional Revenue Agency of PALI Regency shows something different with the 

decreasing non-metallic mineral and rock tax revenue. In this case we can see that the 

realization has not reached the target determined by the PALI Regency Regional 

Revenue Agency 

 
 

Keywords:    Tax    Revenue,    Increasing    Taxes,     Tax     Implementation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah 

yang di dapat iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut undang-undang 

nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, pemerintah 

diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengelola asset daerahnya dalam 

merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Agar satu daerah 

provinsi atau kabupaten dapat memberikan hasil atau pendapatan dapat 

dilakukan melalui pajak daerah yang diambil atau dipungut dari pajak dan 

restibusi, Sehubungan dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk dapat 

membiayai pembiayaan otonomi daerah. 

Pendapatan daerah yang berpotensi dapat dikelola dengan baik oleh 

pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam meningkatan pendapatan 

daerahnya karena Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 

Masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur melalui peningkatan tarif hidup 

kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan 

tujuan dari Pembangunan nasional, maka pelaksanaan harus merata di seluruh 

tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan 

bagian yang sangat penting dari Pembangunan nasional. 

Guna memperlacar Pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu 

dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak daerah. 

Pemungutan  pajak daerah merupakan perwujudan  dari  pengabdian dan peran 
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wajib pajak untuk langsung dan Bersama-bersama melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlakukan untuk pembiayaan negara dan Pembangunan 

nasiaonal, semua itu juga dibutuhkan kesadaran dari Masyarakat sebagai wajib 

pajak atas apa yang dimiliki atau dikelola, demikian diharapkan dapat 

memberikan kontraibusi terhadap pembanguan daerah yang telah 

direncanakan dan dicita-citakan. 

Pajak Dearah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan 

pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pajak 

daerah yaitu berasal dari pajak daearah. Berdasarkan UU No 34 tahun 2000, 

pajak daerah terbagi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kebupaten/kota. 

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan 

pemungutan masing- masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi 

provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang 

nomor 34 tahun 2000, ditetapkan empat Jenis pajak provinsi dan tujuh jenis 

pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor 

dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. sedangkan 

pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajakcpengambilan bahan galian 

golongan C atau disebut juga pajak mineral bukan logam dan batuan, dan 

pajak parkir. 

Kabupaten Pali sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan 

membangunkan, menganut asas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk 
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Prakarsa baik dalam menetukan kebijakan perencanaan pelaksanaan dan segi 

pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya apabila dilihat segipenerimaan 

pajak daerah, Di kabupaten Pali dalam rangka pemanfaatan pajak daerah dan 

retribusi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah masih mengalami 

kendala utama khususnya dalam menggali pentapatan pajak daerah melalui 

pajak mineral bukan logam dan batuan. 

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2023 dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, negara kesatuan, Negara Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-dearah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah- 

daerah kabupaten dan kota, Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan 

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada Masyarakat, Berdasarkan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan 

sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan 

beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 

diatur dengan undang-undang. 

Selama ini pemungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur 

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 

restibusi daerah. Hasil penerimaan pajak dan retrtibusi diakui belum memadai 

dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan 
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belanja daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian 

besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya 

dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah, pemberian 

peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat 

menutupi kekurangan kebutuhuan pengeluaran tersebut. 

Kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis 

pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah, hampir 

semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang 

kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang 

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan 

pusat dan merintangi arus barang dan jasa antardaerah. Untuk daerah provinsi, 

jenis pajak yang ditetapkan dalam undang- undang telah meberikan 

sumbangan yang besar tarhadap APBD. 

Namun karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif 

pajak, provinsi tidak dapat menyesuikan penerimaan pajaknya, demikian 

ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi, 

Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan 

retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang di tetapkan undang- 

undang. 

Pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut tidak dapat berjalan secara 

efektif. Banyak daerah yang tidak menyampaikan peraturan daerah kepada 

pemerintah dan beberapa daerah masih tetap memberlakukan peraturan daerah 

yang telah dibatalkan oleh pemerintah, tidak efektifnya pengawasan tersebut 
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karena undang-undang yang ada tidak mengatur sangsi terhadap daerah yang 

melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. 

Perturan daerah dapat langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa mendapat 

persetujuan terlebih dahulu oleh pemerintah. 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, demikianpenerimaan 

pajak dari galian tersebuat dapat meningkatkan Pajak daerah kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir. 

Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus 

ditingkatkan agar dapat menanggung sebangi beban belanja yang diperlukan 

untuk pelenggaraan pemerintah dan kegiataan pembanguan yang setiap tahun 

meninggat sehingga kemandirian otonomi daerah yang laus, nyata, dan 

bertanggung jawab dapat dilakukan (Nurlan Darise,2019:43). 

Begitu besar pajak daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, tentu 

besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh 

instansi yang berwenang dalam hal ini badan pendapatan daerah. Besaran 

pajak yang diperkirakan tersebut dimasukan kedalam target penerimaan 

tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah dalam 

mencapainya, hal yang berbeda ditunjukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Pali dengan makin menurunnya pendapatan pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan. 
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Dalam realisasi yang belum mencapai target yang ditentukan oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali, dapat pada tabel berikut ini: 

Tabel I.1 

Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Kabupaten Pali DariTahun 2021 s/d 2023 

 

Tahun 

Angaran 

 

Target 

Penerimaan 

Pajak Mineral 

Realisasi 

Pajak 

MBLB 

pajak mineral 

bukan logam 

dan batuan 

% 

2021 9,543,000,000.00 8,933,032,926.00 93.61 

2022 9,543,000,000.00 8,241,313,034.50 86.36 

2023 10,020,150,000.00 5,435,128,896.80 
 

54.24 

Sumber :BAPENDA Kabupaten PALI Tahun 2023 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan belum mencapai target yang ditetapkan jika dilihat dari 

tahun 2021-2023 realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

mengalami penurunan. Dengan demikian realisasi target yang diinginkan 

pemerintah Daerah Kabupaten Pali belum mencapai hasil yang maksimal. 
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Tabel I.2 

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanTerhadap 

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pali Dari Tahun 

2021s/d2023 

 

 

Tahun 

Anggaran 

 

Target Penerimaan 
Pajak Mineral 

 

Realisasi Pajak 

daerah 

Kontribusi Pajak 

Mineral 

Terhadap PD 

(%) 

2021 23.209.260.000,00 18.597.721.208,00 (38,49%) 

2022 22.453.000.000,00 20.122.079.483,80 (36,70%) 

2023 23.885.650.000,00 23.803.025.614,80 (36,88%) 

Sumber : BAPENDA Kabupaten PALI Tahun 2023 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 bisa dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pali dari tahun 2021-2023. tidak mencapai 

target. Dari tabel di atas juga dapat dilihat pada tahun 2022 target PD 

mengalami penurunan dibandingkan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya 

target PD tahun 2022 mencapai 22.453.000.000,00 itupun realisasi belum 

target yang diinginkan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan menurut Cristina dkk, (2018) 

menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap analisis sistem 

penetapan pemungutan dan penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan 

dikabupaten minahasa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Gerry dkk, (2019) menyatakan hasil 

analisis efektifitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan 

terhadap pajak daerah pada badankeuangan kabupaten minahasa utara 

ditemukan bahwa efektivitas selalu mencapai target yang ditentukan sehingga 
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berada dalam kriteria sangat efektivitas, sedangkan kontribusi terlihat sangat 

kurang. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fauzi Abdhi dkk (2020) 

menyatakan analisis penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan 

terhadap peningkatan Pajak daerah kabupaten donggala bahwa hasil pengujian 

menunjukkan mineral bukan logam dan batuan berpengaruh terhadap 

pendapatan asli di kabupaten donggala. 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan serta dengan 

fenomena yang ditemui, maka penulis tertarik untuk membahas dan 

menganalisanya dengan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“ Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 

Meningkatkan Pajak daerah Kabupaten Pali” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dalam meningkatkan pajak daerah pada Kantor Pajak Daerah Kabupaten 

Pali ? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Pali dalam 

meningkatkan pendapatan pajak daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumus masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan 

dalam meningkatkan pajak daerah pada Kantor Pajak Daerah Kabupaten 

Pali 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Pali 

dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Pali. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat di harapkan memberi manfaat dan wawasan 

bagi pihak-pihak, sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dan wawasan penelitian tentang penetapan trgetpenerimaan pajak pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali. 

2. Bagi Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pali 

 

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil 

kebijakan khususnya dalam mengatasi penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan dalam meningkatkan pajak daerah. 

3. Bagi Almamater 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan kajian bagi penulis di 

masa yang akan datang khususnya bagi penelitian yang memiliki topik 

yang sama. 
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